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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah dalam pengertian bahasa inggris adalah government berasal dari 
bahasa latin; gobernare, greek gibernan, yang berarti mengemudikan, atau 
mengendalikan.
1
 Sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia Dasar Tahun 
1945 memberi kekuasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi.
2
 
Pemerintah daerah diberikan hak seluas-luasnya dalam menetapkan peraturan 
daerah dan peraturan peraturan lainnya dalam melakukan hak otonomi serta dalam 
tugas pembantuannya, pemerintah daerah tidak diberikan hak dalam urusan yang 
ditentukan oleh pemerintah pusat.
3
  
Tujuan dari pemerintah adalah pemeliharaan keamanan (basic security) 
dan keteraturan umum (public order) agar individu-individu mendapat 
kebahagiaan. Masyarakat dalam suatu komunitas menciptakan dan taat kepada 
pemerintah untuk tujuan membangun bagi diri mereka keamanan dan kertertiban 
umum. Dalam menciptakan keamanan dasar, peran pemerintah sangat peting  
begitupun dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengendalikan 
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ekonomi nasional dan secara kekinian menjamin keselamatan dan keamanan 
hidup sosial.
4
 
Pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki hak dan 
kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hukum  undang-undang di wilayah 
tetentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki : 1) otoritas 
memerintah dari sebuah unit politik, 2) memiliki kekuasaan tehadap 
masyarakatnya, 3) Aparatur merupakan badan pemerintah yang berfungsi 
membantu pemerintah dalam menjalankan pemerintahan, 4) Kekuasaan dalam 
membuat peraturan perundang-undangan.
5
  
Diperlukan oleh Daerah sebagai badan pemerintahan (overhaed), ialah 
kewenangan untuk menguruskan penduduknya menyesuaikan sikap tindaknya 
dengan kepentingan umum, bila perlu dengan disertai ancaman pidana, yakni 
dengan peraturan bersifat memaksa, yang oleh penduduk harus ditaati.
6
 Pada 
umumnya perlu diatur dengan Peraturan Daerah ialah : a) peraturan-peraturan 
yang memberi beban kapada penduduk, b) praturan-peraturan yang mengurangi 
kebebasan penduduk dalam bidang-bidang tertentu, misalnya yang mengadakan 
sesuatu yang membahayakan dan dilarang-larangan, mengadakan kewajiban-
kewajiban yang seharusnya tidak boleh dilakukan dan biasanya disertai dengan 
sanksi, c) pengaturan-pengaturan yang membatasi hak-hak penduduk seperti 
mangadakan garis sempadan (rooilyn) dan sebagainya, d) peraturan-peraturan 
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yang mengatur hal lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
harus diatur dengan Peraturan Daerah.
7
 
Pemerintah membuat peraturan adalah untuk mengatur seluruh warga 
negara bersikap tertib, mematuhi peraturan, dan menjadikan seluruh warga 
negaranya makmur dan sejahtera. Dalam upaya menanggulangi masalah miras, 
menanggulangi keresahan masyarakat pemerintah Kabupaten Bandung 
mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pelarangan 
Perdaran dan Penggunaan Minuman Berakohol.  
Umat manusia telah mengenal Narkotika dan minuman keras. Namun 
sebenarnya sedikit manfaatnya dan lebih banyak madharatnya. Oleh karena  itu, 
untuk mengkonsumsi narkotika dan minuman keras hampir semua agama besar 
melarangnya (dalam bentuk yang lebih luas lagi adalah narkoba).
8
 
Untuk mengatasi penyalahgunaan minuman keras perlu adanya ketegasan 
hukum. Oleh karena itu, masyarakat harus cenderung takut  mendapatkan 
akibatnya apabila hukum tersebut dilanggar, maka harus ada upaya pemerintah 
untuk membuat masyarakat takut melanggar hukum, maka harus ada latar 
belakang mengapa hukum itu dibuat. Seperti yang tercantum pada salah satu 
kutipan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 bahwa minuman beralkohol pada 
hakekatnya dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani mengganggu 
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ketertiban dan keamanan masyarakat serta mengancam kehidupan masa depan 
generasi bangsa. 
Masyarakat harus dilibatkan dan diberdayakan dalam upaya 
penyalahgunaan  atau ketergantungan narkotika, alkohol, dan zat adiktif. Anggota 
masyarakat perlu dihimpun dalam suatu organisasi lembaga swadaya masyarakat 
(LSM) yang mempunyai program dibidang pencegahan (berupa penyuluhan, 
pelatihan dan sejenisnya) serta rehabilitas sosial.
9
 
Merebaknya peredaran minuman keras menjadi salah satu bukti bahwa 
lemah dan belum maksimalnya fungsi, peran, kedudukan aparat penegak hukum, 
peran dan kedudukan agamapun yang sebagai landasan moral, spiritual dan etika 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan, ironisnya 
(kadang) ada konspirasi terselubung dan beberapa elit politik dan aparat untuk 
melindungi para produsen minuman keras.  
Dalam melakukan pemberantasan penyebaran minuman beralkohol, tetap 
harus melibatkan aparat berwenang. Karena itu, masyarakat tidak bisa dan tidak 
boleh bertindak sendiri-sendiri dan harus bertindak sesuai dengan aturan hukum 
yang berlaku. Semakin maraknya peredaran minuman keras di Kecamatan 
Cicalengka Kabupaten Bandung bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 
Keinginan masyarakat agar Kecamatan Cicalengka bersih dari berbagai 
kemaksiatan merupakan suatu hal yang wajar dan manusiawi, karena mabuk-
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mabukan merupakan salah satu bentuk kemaksiatan yang sangat bertentangan 
dengan norma agama, adat istiadat, ketentraman dan ketertiban umum yang 
berdampak buruk terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu 
perlu upaya-upaya menertibkan dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya 
masyarakat serta pengawasan dan pemberantasan terhadap peredaran minuman 
keras. 
Masalah yang berkembang di kabupaten bandung saat ini adalah peredaran 
minuman keras yang banyak dikonsumsi dan terus bertamah di setiap 
Kecamatannya terutama di Kecamatan Cicalengka. Efek dari mengonsumsi 
minuman keras dapat mengakibatkan rusaknya organ tubuh bahkan dapat 
mengakibatkan kematian, sehingga harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. 
Apabila permasalahan tersebut dibiarkan akan berbahaya bagi kehidupan 
masyarakat, ia merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup manusia.  
Seperti yang kita ketahui dan didukung dengan adanya kutipan dari sebuah 
media masa yang terkenal di Daerah Jawa Barat yakni Harian Pagi Tribun Jabar 
edisi rabu 11 april 2018, terjadi sebuah peristiwa yang kurang baik untuk Daerah 
Kabupaten Bandung, terutama di Daerah Kecamatan Cicalengka. Adanya 
kejadian pesta minum-minuman keras secara masal yang di oplos oleh salah satu 
bandar minum-minuman keras menyebabkan banyak korban jiwa dan korban 
selamat berjatuhan. Petaka akibat minuman keras yang terjadi beberapa waktu lalu 
di Kecamatan Cicalengka, mengejutkan banyak pihak, karena mengakibatkan 
banyak korban berjatuhan, yang mencapai 155 orang. Kepala dinas kesehatan 
Kabupaten Bandung, Achmad Kustijadi mengatakan, "ratusan korban minuman 
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keras yang dirawat disebar di tiga rumah sakit, yakni RSUD Cicalengka, RS AMC 
Cilenyi, dan RSUD Majalaya. 41 orang meninggal sedangkan korban dirawat di 
rumah sakit Cicalengka mencapai 144 orang." Maka guna melakukan kepastian 
hukum atas peraturan mengenai pelarangan, peredaran, penjualan, dan 
pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung, maka perlu diperketat 
dan hukuman di perberat Tentang Pelarangan, Peredaran, Dan Penggunaan 
Minuman Beralkohol.
10
 
Kasus tersebut mingkin merupakan kasus yang terjadi akibat kelalaian pihak 
aparat pemerintah, penegak hukum yang kurang dalam mengontrol, menekan dan 
menanggulangi peredaran minuman keras di Kabupaten Bandung atau bisa jadi 
dari pihak masyarakat yang kurang mengetahui akibat dari minuman keras. 
Penanggulangan penyalahgunaan minuman keras ibarat membabat rumput. 
Hanya hilang sebentar dan tumbuh lagi, pelakunya pun identik sama. Berdasarkan 
pemaparan diatas, telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian tentang 
"Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung  Nomor 3 Tahun 2004 Tentang 
Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol”. 
B. Rumusan masalah 
Uraian di atas menunjukan bahwa ada suatu masalah yang sangat menarik 
untuk dikaji. Di satu sisi, sudah ada upaya pemerintah dalam menanggulangi 
peredaran minuman beralkohol, yaitu dengan membentuknya landasan hukum 
yang sudah dapat digunakan untuk menanggulangi penyalahgunaan minuman 
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keras, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor  9 Tahun 2010 Tentang 
perubahan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 Tentang  pelarangan peredaran dan 
penggunaan minuman beralkohol. Tetapi kenyataannya minuman keras masih saja 
beredar dan banyak dijual ditempat-tempat umum. 
Berkenaan dengan masalah diatas, maka penelitian ini di batasi dengan 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah  Kabupaten Bandung Tentang 
Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol ? 
2. Bagaimana Peran Instansi/Pemerintah Setempat Terhadap Pelaksanakan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pelarangan Peredaran dan 
Penggunaan Minuman Beralkohol ? 
3. Bagaimana Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pelaturan  
Daerah Kabupaten Bandug Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan 
Minuman Beralkohol ? 
C. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol. 
2. Untuk mengetahui peran Instansi-Instansi/Pemerintah dalam Pelaksanaan 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pelarangan Peredaran dan 
Penggunaan Minuman Beralkohol. 
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3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap 
Pelaksanaan Pelaturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pelarangan 
Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol. 
D. Kerangka Pemikiran 
Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (2) adalah : "Pemerintahan daerah 
adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatun Republik Indonesia 
sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945".
11
 
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan 
Daerah kabupaten/kota.
12
 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan 
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat 
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
13
 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh 
Bupati atau Walikota atau Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan otonomi 
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Daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
14
 Hal tersebut 
sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah 
pasal 236, yaitu (1) untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas 
Pembantuan, Daerah membentuk Peraturan Daerah. (2) Peraturan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan 
bersama kepada Daerah.
15
 
Dalam menetapkan suatu peraturan hukum, pemerintah harus memenuhi 
beberapa prinsip yang bersumber dari Al-Qur’an dan Sunnah adalah prinsip 
keadilan dalam menetapkan kepastian hukum tertentu dalam Surat An-Nisa ayat 
58.Artinya :  
                                    
                          
“Sesungguhnya Allah meyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 
menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara 
manusia supaya kamu menetapkan dangan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 
mendengar lagi Maha Melihat”.16 
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Prinsip musyawarah tercantum dalam Surat Al-Imran ayat 159. Yang artinya : 
                               
                                      
"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap 
mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,terntulah mereka 
menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah 
ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. 
Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada-
Nya".
17
 
Pada hakekatnya Peraturan Daerah adalah suatu yang di tetapkan oleh 
penguasa (Daerah) yang berwenang menetapkannya, dimana didalamnya 
diwujudkan keinginan masyarakat dan kehendak penguasa (Daerah) dalam rangka 
melaksanakan tanggung jawab penguasa kepada masyarakat dan untuk mencapai 
kemaslahatan bersama. Hal ini, sesuai dengan pengertian Siyasah. Ahmad Djazuli 
memberikan pengertian syiasah (fiqih Siyasah) mengutip dari berbagai pengertian 
diantaranya,"Siyasah adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukannya 
kepada jalan yang menyelamatkan baik di dunia maupun di akhirat. Siyasah 
berasal dari pada nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir 
maupun batin. Segi lahir Siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para 
                                                             
17
 Ibid,hlm 71 
11 
 
 
 
sulthan dan raja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal dari 
ulama pewaris nabi bukan dari pemegang kekuasaan. Hal ini diungkapkan oleh 
Ibnu 'Abidin Al-Diin yang di kutip oleh Ahmad Fathi Bahantsi."
18
 
Secara tersirat, dalam pengertian Al Siyasah, terkandung dua dimensi yang 
berkaitan satu sama lain : (1) "TUJUAN" yang hendak dicapai melalui proses 
pengendalian, (2) "CARA" pengendalian menuju tujuan tersebut. Oleh karena itu, 
al siyasah diartikan : "meminpin sesuatu dengan cara yang membawa 
kemaslahatan."
19
 
Siyasah memiliki pengertian mengatur, mengurus, memerintah dengan 
tujuan mencapai kemaslahatan (kebijakan dan kebaikan) manusia dan keadilan 
dengan landasan sara' sebagai ukuran dari siyasah.
20
 
Fiqih siyasah dusturiyah membahas pengaturan dan perundang-undangan 
yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan  prinsip-
prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi 
kebutuhannya. Permasalahan dalam fiqih dusturiyah adalah hubungan antara 
pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-
kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.
21
 
Kebijakan-kebijakan Khulafa Al-Rasydin di dalam mengendalikan 
pemerintahan. Setiap orang mempunyai perbedaan seperti dalam gaya ataupun 
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cara pemerintahannya, dan sesuai dengan wibawa dan bawaan masing-masing, 
namun dalam perbedaanya ada kesamaan alur kebijakan, yaitu berorientasi kepada 
sebesar-besarnya kemaslahatan rakyatnya. Sesuai pula dengan prinsip: 
ةحلصمل اب ط ونم ةيع رلا ىلع م لملإا فرصت 
"kebijaksanaan imam sangat tergantung pada kemaslahatan rakyat"
22
 
Langkah-langkah kebijaksanaan Pemerintah Daerah dituangkan dalam 
“Peraturan Daerah“ Pemerintah Kabupaten Bandung mengatur  masalah 
penyalahgunaan minuman beralkohol dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman 
beralkohol. 
Adapun yang menjadi pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Daerah 
tersebut,  adalah tidak hanya minuman keras dipandang melanggar norma agama, 
tetapi juga melanggar norma adat istiadat, ketentraman dan ketertiban umum yang 
berdampak negatif pada sendi kehidupan masyarakat Bandung. Hal ini seperti 
tertuang dalam konsideran filosofinya (menimbang) poin a yang berbunyi. 
“bahwa minuman beralkohol pada hakekatnya dapat membahayakan kesehatan 
jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat serta 
mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa”.23 
Menurut ketentuan umum Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan 
minuman beralkohol, sebagaimana tertuang dalam poin (8) adalah berbunyi:     
                                                             
22
 Ibid, hlm 53 
23
 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 3 Tahun 2004  Tentang Pelanggaran 
Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol 
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“Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses 
dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbonhidrat dengan cara 
fermentasi dan estilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara 
memberikan perlakuan terlebih  dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atu 
tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol 
atau dengan cara pengenceran minuman mengandung Ethanol.”24 
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 
Tentang Kesehatan dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 Ayat 1 Menyatakan 
Bahwa: "kesehatan adalah keadaan sehat, baik secarea fisik, mental, spiritual 
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 
sosial maupun ekonomi."
25
 
Dalam Peraturan Keputusan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol Bab 2 Pasal 2 Ayat 
1  dijelaskan mengenai perijinan produksi atau pembuatan minuman keras.  
Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :43/M-
DAG/PER/9/2009 Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan 
Pengendalian  Minuman Beralkohol Bab III Bagian Kedua Pasal 11 Ayat 1 
menyatakan :"dalam mengedarkan minuman beralkohol golongan B dan/atau 
golongan C, produsen atau IT-MB dapat menunjuk distributor, Sub Distributor, 
penjual langsung atau pengecer bedasarkan perjanjian tertuli" dan ayat 3 
                                                             
24
 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor : 3 Tahun 2004 Tentang Pelanggaran 
Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkoho Bab I Pasal I Poin 8 
25
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.Pasal 1 
Ayat (1)  
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:"distributor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling banyak hanya dapat 
memperoleh 5 (lima) penunjukan yang berasal dari produsen atau IT-MB atau 
kombinasi kedua".
26
 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 atas Perubahan Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran 
dan Penggunaan Minuman Beralkohol tercantum pada pasal 2 ayat 1 
menyebutkan bahwa : "Setiap orang atau Badan Hukum, dilarang menggunakan, 
mengedarkan dan atau memperdagangkan minuman beralkohol di wilayah 
Kabupaten Bandung, kecuali untuk hal-hal sebagai berikut : a. Penjualan 
langsung pada tempat-tempat hotel, restoran dan bar termasuk pub dan klub 
malam, yang telah mendapat ijin Bupati. b. Pengecer yang menjual minuman 
beralkohol golongan B dalam kemasan yang mengandung rempah-rempah jamu 
dan sejenisnya dengan kadar ethanol paling banyak 15% (lima belas perseratus), 
yang telah mendapat ijin Bupati”.  
Dan pada ayat 3 menyebutkan bahwa: "Sebagaimana dimaksud ayat (1).  
Dikecualikan bagi hotel, restoran dan tempat-tempat tertentu lainnya yang telah 
mendapat ijin Bupati”. Dan ayat 4 di sebutkan bahwa : “tempat-tempat tertentu 
lainya sebagaimana dimaksud ayat (3), dilarang berdekatan dengan tempat 
peribadatan, sekolah, rumah sakit atau lokasi yang ditentukan kemudian dengan 
keputusan Bupati.  
                                                             
26
 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indoonesia Nomor :43/M-DAG/PER/9/2009 
Tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian  Minuman 
Beralkohol. 
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Di dalam mencapai kemaslahatan umat haruslah terjamin dan terpelihara 
dengan baik, Al-Maqashid al-Sittah (enam prinsip tujuan hukum islam), yaitu 
hifdh al-din (memelihara agama), hifdh al-nash (memelihara jiwa), hifdh al-aql 
(memelihara akal), hidh al-mal (memelihara harta),hifdh al-nasl (memelihara 
keturunan), dan hifdh al-uammah (memelihara umat). Beberapa sumber fiqih 
dusturiyah adalah Adat kebiasaan sasuatu bangsa yang tidak bertentangan dengan 
prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadits.
27
  
Makanan atau minuman yang memabukan menurut Abu Hanifah 
menyebabkan hilangnya akal sehingga tidak dapat lagi membedakan langit dan 
bumi. Menurut ilmu kedokteran, akibatnya banyak sekali, yaitu merusak pikiran 
dan kerusakan badan, menyebabkan kemandulan pada wanita, melemahnya 
kemampuan untuk reproduksi, dan bahkan kematian.
28
 
Nabi SAW bersabda bahwa Allah Ta'ala telah melaknat anggur atau 
minuman yang memabukan, orang yang meminumnya, orang yang melayaninya, 
orang yang menjual dan membelinya, orang yang membuatnya, orang yang 
membantu membuatkannya, orang yang membawakannya, orang yang 
ditujunya.
29
 Dalam hukum islam, pelaku sudah dihukum sejak meminumnya, 
tanpa harus menunggunya mabuk atau tidak, ditempat sepi atau dikeramaian 
umum, merugikan orang lain atau tidak. Meminum sesuatu yang memabukkan 
sudah dianggap sebagai pelanggaran karena bertentangan dengan akhlaaqul 
                                                             
27
 A. Djazuli, Op.Cit, hlm. 54. 
28
 Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah). Bandung: CV Pustaka Setia, 
2010, hlm, 97. 
29
 Abdul Rahman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam. Jakarta: PT. Melthon Putra,1992, 
hlm.71. 
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karimah, apalagi kalau menyebabkan akibat negatif bagi yang lainnya. Minuman 
keras dapat merusak akal, sedangkan akal itu sendiri sebagai pengendali akhlak. 
Bila akal rusak, fungsi pengendalian menjadi rusak pula. Dengan demikian, 
memberi hukuman bagi pelaku mabuk-mabukan itu merupakan upaya menjaga 
kesehatan akal.
30
 
Penyalahgunaan minuman keras merupakan perbuatan  yang dapat 
merusak akal dan bertentangan dengan norma agama, adat istiadat yang 
berdampak negatif, minuman keras  dapat menimbulkan berbagai akibat yang 
membahayakan, baik untuk individu yang bersangkutan, keluarga ataupun 
masyarakat. Hukum tidak mampu secara langsung mengatur agar peredaran 
minuman keras dapat dihentikan, oleh karena itu perlu peran-peran masyarakat 
untuk menegakan hukum.  
Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Daerah harus mengambil langkah-
langkah untuk mengatasi bertambahnya jumlah peredaran minuman keras dan 
mencegah akibat yang ditimbulkan dari minuman keras. Adapun tata cara dalam 
pembentukan Peraturan Daerah ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung 
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan  Peraturan Daerah Pasal 5 
huruf a dan b.  
Dengan demikian sesuai dengan kebijakan pemerintah Kabupeten Bandung 
yang mengeluakan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 Tentang pelarangan peredaran dan 
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 Rahmat Hakim, Op.Cit, hlm. 98. 
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penggunaan minuman beralohol. Yang dimaksudkan untuk mengurangi jumlah 
peredaran minuman keras dan untuk mencapai kemaslahatan umat.  
E. Langkah-langkah Penelitian 
Langkah-langkah yang di sebut dengan prosedur penelitian ini secara garis 
besar mencakup peranan sumber data yang digali, cara pengolahan data dan 
analisa yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan 
tujuan penelitian yang akan dilakukan. 
1. Lokasi Penelitian 
Berkenaan dengan lokasi penelitian, maka menarik sekali bagi penulis untuk 
melakukan suatu penelitian di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung. 
Diantaranya : penulis pernah Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa di Daerah tersebut 
sehingga penulis tertarik untuk mengetahui informasi tentang masalah pelarangan 
peredaran dan penggunaan minuman beralkohol di Kabupaten Bandung, 
kemudian dari segi biaya penelitian sangat terjangkau serta memudahkan penulis 
dalam mendapatkan data yang akurat sehingga menjadi lokasi pilihan oleh 
penulis. 
2. Metode penelitian 
Metode yang digunakan penulis adalah metode Deskriptif. Metode deskriptif 
adalah untuk melakukan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, 
faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena 
yang diselidiki.
31
 Metode Deskriptif melakukan analisis hanya sampai pada tarap 
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 Moh Nazir, Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 43. 
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deskripsi yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematik sehingga 
dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Dengan mendeskrifsikan 
pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 Tentang  pelarangan peredaran dan 
penggunaan minuman beralkohol, peran intansi/aparat setempat terhadap  
pelaksanaan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 Tentang  Pelarangan Peredaran dan 
Penggunaan Minuman Beralkohol Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung 
serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 
Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 Tentang  
Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol. 
3. Sumber Informasi 
a. Bahan Hukum 
1) Primer 
 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang 
Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol. 
 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelaranga Peredaran 
Dan Penggunaan Minuman Beralkohol. 
 Keputusan Presiden Republik Indosesia Nomor 3 Tahun 1997 
Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol. 
 Respon yang ada hubungannya dengan penelitian yaitu pemerintah 
Kecamatan Cicalengka, Kapolsek Cicalengka, Satpol PP Cicalengka. 
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2) Sekunder 
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Al-Quran dan Al-
Hadits, literatur dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang 
diteliti yaitu Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman 
Beralkohol. 
3) Tersier  
Sumber data tersier diambil dari buku-buku referensi yang berkenaan 
dengan masalah yang diteliti, yaitu Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 
Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran Dan Penggunaan Minuman 
Beralkohol. 
4. Jenis Informasi 
Jenis yang digunakan dalam penelitian ini berbentuk kualitatif. Kualitatif 
adalah data yang dinyatakan dalam betuk kata, kalimat, dan gambar.
32
 Kualitatif 
lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif serta pada 
analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan  
menggunakan logika ilmiah. Yaitu Tentang Pelaksanaan Pelaturan Daerah Nomor 
9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 
Tentang Peredaran Dan Penggunaan Minuman Beralkohol. peran intansi/aparat 
setempat terhadap  pelaksanakan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 Tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah No 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan 
Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol Kecamatan Cicalengka 
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 Sugiono, Metode Penelitian Bisnis.Bandung: AlfabetaCV, hlm.14 
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Kabupaten Bandung serta tinjauan siyasah dusturiyah terhadap pelaksanaan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah No 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peradaran Dan Penggunaan 
Minuman Beralkohol. 
5. Tekhnik Penulusuran Informasi 
Adapun data-data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara sebagai 
berikut: 
1. Observasi, yaitu dengan langsung melakukan pengamatan dilapangan 
terhadap masalah yang diteliti. 
2. Wawancara (interview), yaitu tehnik pengumpulan  data yang dilakukan 
dengan cara tanya jawab secara langsung maupun tidak langsung dengan 
pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini. Yang diantaranya : instansi 
pemerintah dan masyarakat. 
3. Studi pustaka yaitu tehnik pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
literatur yang berhubungan dengan penelitian. 
 
6. Analisis Hasil Penelitian  
Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dilakukan 
dengan tahap sebagai berikut: 
1. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian. 
2. Menyeleksi data yang sudah dikumpulkan, kemundian mengklasifikasikan 
data sesuai dengan tujuan dari penelitian. 
3. Menarik kesimpulan tentang masalah yang dileliti. 
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